
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3846); 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten daJam Lingkungan Propinsl Jawa 
Tengah; 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud 
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus 
Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan 
Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur 
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 
tcntang Standar Harga Satuan Regional dan guna 
meningkatkan kinerja Tim Pengelolaan Data dan Informasi 
Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik 
Kabupaten dan Tim Penyusun Perencanaan Pembangunan 
Daerah dan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Perangkat 
Daerah terse but, maka tim terse but diberikan honorarium· 

' 

a. bahwa dalam rangka kelancaran pclaksanaan Kegiatan 
Pcngelolaan Data dan lnformasi Pcrcncanaan Pcmbangunan 
Daerah Berbasis Elektronik dan Kegiatan Penyusunan 
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Fasilitasi Penyusunan 
Perencanaan Perangkat Daerah, telah dibentuk Tim 
Pengelolaan Data dan Inforrnasi Perencanaan Pembangunan 
Daerah Berbasis Elektronik Kabupaten Kudus dan Tim 
Penyusun Perencanaan Pembangunan Daerah dan Fasilitasi 
Penyusunan Perencanaan Pcrangkat Daerah Kabupatcn 
Kudus; 

Menimbang 

BUPATI KUDUS, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 33 TAHUN 2016 
TENTANG KRITERJA PEMBERIAN TAMBAHAN PENOHASILAN KEPADA APARATUR 

SIPJL NEGARA DAN CALON APARATUR SIPJL NEGARA DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS 

PERATURAN BUPATI KUDUS 
NOMOR26 TAHUN 2121 

BUPATI KUDUS 
PROVINS! JAWA TENGAH 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20~6 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887}, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 7 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5~35); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
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23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 
Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Instansi Pemerintah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 ten tang Penetapan 
Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Serita 
Negara Republik Indonesia iahun 2013 Nomor 1636); 

22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252); 

20. Peraturan Mentcri Dalarn Negeri Nomor 35 Tahun 2012 
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kcmenterian Dalam 
Negeri dan Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 483); 

19. Peraturan Mcnteri Negara Pcndayagun.aan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pcgawai Ncgeri; 

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparntur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Analisis Jnbntan (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 453); 

18. Peraturan Menteri Negara Pcndayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 ten tang 
Pedoman Evaluasi Jabatan [Berita Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 454); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tcntang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 
Design Reformasi Birokrasi 20 l 0-2025; 

15. Peraturan Prcsidcn Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lcmbaran Negara RepubJik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 57); 
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Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2016 
tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada 
Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 33), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus 
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian 
Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sopil Negara dan Calon 
Aparatur Sipil Negara di Llngkungan Pemerintah Kabupaten 
Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 5), 
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG 
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA 
APARATUR SlPIL NEGARA DAN CALON APARATUR SlPIL NEGARA 
DI LINGKUNGAN PEMERJNTAH KABUPATEN KUDUS. 

MEMUTUSKAN : 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

25. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 
2010 tentang Ketentuan Pe]aksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Oaerah 
(Lembaran Oaerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193); 

28. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2016 tentang 
Kriterla Pernberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur 
Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kudus [Beeita Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun 2016 Nomor 33), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 
5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kriteria 
Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil 
Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun 2021 Nomor 5); 
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[I] Dengan diberikannya Tambahan Penghasilan Pegawai, ~ 
pemberian honorarium bagi Pegawai tidak diberikan lagi, 
kecuali untuk kegiata.n tertentu, 

(2) Honorarium untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 
a. Honorarium Pcngadaan Barang/ Jasa, mcliputi : 

1. Unit Layanan Pengadaan (ULP); 
2. Pejabat Pengadaan. 

b. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan (PHP), meliputi : 
1. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; 
2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 

c. Honorarium Layanan Pengadaan Sccara Elektronik (LPSE); 
d. Honorarium Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan 

Umum; 
e. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); 
f. Honorarium Tim Pcnilai Kinerja Aparatur Sipil Negara 

(PNS); 
g. Honorarium Tim Pengelolaan Data dan Informasi 

Perencanaan Pcmbangunan Daerah Berbasis Elektronik; 
h, Honorarium Tim Penyusun Perencanaan Pembangunan 

Daerah dan Fasilitasi Pcnyusunan Pcrcncanaan Pcrangkat 
Dae rah; 

i. Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi; 
j. Honorarium Tim Pengernbangan Manajemen Kinerja 

Aparatur; 
k. Honorarium Tim Pcngawasan rncliputi : 

1. Honorarium Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil 
Pemeriksaan; 

2. Honorarium Pcmeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu/ 
Tematik/ Kasus ; 

3. Honorarium Tim Review. 
1. Honorarium Tim Koordinasi Penyelesaian Permasalahan 

dan Pembangunan Pemerintahan (TKP4) dan Sapu Bersih 
Pungutan Liar; 

m. Honorarium Pengelola Kegiatan, meliputi : 
1. Pengguna Anggaran (PA); 
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); 
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK); 
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom); 
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). 

n. Honorarium Bendahara Keuangan dan Bendahara Barang: 
1. Bendahara Umum Daerah (BUD); 
2. Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD); 
3. Bendahara Penerimaan; 
4. Bendahara Penerimaan Pembantu; 
5. Bendahara Pengeluaran; 
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu; 
7. Pembantu Bendahara Pengeluaran; 
8. Bendahara Gaji; 
9. Bendahara Barang. 

Pasal 5 
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.2.,.~.1 NOMOR 26. 

Agar setiap-orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kudus. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

o. Honorarium Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk sebagai 
Narasumber Kegiatan; 

p. Penanganan Kasus Pemerintah Daerah; 
q. Honorarium bagi Pegawai lnstansi Vertikal; 
r. Honorarium Dewan Pengawas Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD); dan 
s. Honorarium lain yang dibcrikan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang ber1aku. 

Pasal II 
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